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DALAM PERJANJIAN OPERATING LEASE
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ABSTRAKSI

Perjanjian jenis pembiayaan leasing adalah jenis pembiayaan dimana pada akhir masa kontrak, obyek pembiayaan menjadi hak milik lessor. Lessor dalam operating lease bertanggung jawab atas segala biaya pelaksanaan lease antara lain misalnya biaya asuransi, pembayaran pajak dan pemeliharaan barang modal. Sehingga lessor sebagai pemilik obyek perjanjian tentunya lebih banyak berpeluang mempunyai risiko. Pada penulisan ini dikaji tentang perjanjian operating lease terkait dengan cara pihak lessor di dalam melakukan upaya perlindungan bagi dirinya ketika obyek benda disalahgunakan oleh pihak leasse atau terjadi wanprestasi. Jaminan dapat dijadikan sebagai upaya perlindungan  hukum bagi Lessor  dalam melakukan perjanjian Operating Lease, namun dalam hal ini lessor juga tidak diperbolehkan membuat syarat yang dapat merugikan pihak leasee. Perjanjian harus dibuat dengan tujuan dapat saling menguntungkan kedua belah pihak. Jaminan yang dapat digunakan di dalam pejanjian Operating Lease adalah jaminan kebendaan, penanggungan (borgtocht), asuransi dan deposito jaminan. 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Lessor, Operating Lease

PENDAHULUAN

Usaha leasing di Indonesia pada prinsipnya masih relatif baru. Kegiatan usaha ini secara formal baru diperkenalkan pada tahun 1974 berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. Kep. 122/MK/IV/2/1974."' M/SK/2/1974, dan No. 30/Kpb/l/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan usaha leasing. Selanjutnya sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang memberi izin usaha bagi perusahaan leasing, Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan No. 649/MK/IV/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. Untuk mendukung perkembangan usaha ini Menteri Keuangan selanjutnya mengeluarkan Surat Keputusan No. 650/MK/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan besarnya bea meterai terhadap usaha leasing. 

Perlakuan perpajakan terhadap transaksi atau kontrak leasing antara perusahaan leasing (lessor) dan lessee berdasarkan atas  keputusan tersebut bukan merupakan suatu objek pajak dan karenanya tidak dikenakan pajak penjualan. Sejak itu, terutama pada dekade 80-an jumlah perusahaan leasing semakin bertambah sejalan dengan itu volume transaksinya pun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun leasing dewasa ini perannya cukup besar sebagai alternatif sumber pembiayaan dalam dunia usaha terutama dalam hal penyediaan barang-barang modal yang dibutuhkan unit-unit usaha. Selain itu, hadirnya perusahaan leasing asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dengan perusahaan-perusahaan nasional atau dengan pemodal individu lainnya telah semakin memopulerkan dan menambah kiprah bisnis leasing sebagai sumber pembiayaan di samping pembiayaan konvensional yang umum dikenal melalui perbankan.       

Dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 sebagai bagian dari deregulasi 20 Desember 1988 atau Pakdes, diperkenalkan suatu lembaga pembiayaan yang salah satu bidang usahanya adalah leasing. Meskipun sebelum itu usaha leasing telah dilakukan, namun dalam pelaksanaannya usaha leasing dilakukan secara tersendiri. Dengan dibentuknya lembaga pembiayaan, maka leasing termasuk bidang usaha lembaga pembiayaan di disamping factoring, modal ventura, kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Dalam ketentuan lebih lanjut, usaha modal ventura, dikeluarkan dari bidang usaha lembaga pembiayaan dan terus dilakukan secara terpisah dengan badan hukum tersendiri.

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang dipakai dalam pembuatan perjanjian. Perjanjian leasing adalah salah satu bentuk perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), namun di dalam perkembangannya muncul bentuk perjanjian leasing yang banyak dibutuhkan oleh pelaku usaha sebagai bentuk perjanjian pembiayaan. Dalam penulisan ini penulis akan membahas jenis perjanjian operating lease. Pada jenis ini  objek leasing di akhir masa kontrak merupakan hak milik lessor. Lessor dalam operating lease bertanggung jawab atas segala biaya pelaksanaan lease antara lain misalnya biaya asuransi, pembayaran pajak dan pemeliharaan barang modal. Sehingga lessor sebagai pemilik obyek perjanjian tentunya lebih banyak berpeluang mempunyai risiko. Oleh sebab itu dalam penulisan ini penulis akan menganalisis perjanjian operating lease terkait dengan cara pihak lessor didalam melakukan upaya perlindungan bagi dirinya ketika obyek benda disalahgunakan oleh pihak leasse atau terjadi wanprestasi. Dari latar belakang di atas maka permasalahan yang akan penulis bahas adalah bagaimanakah upaya perlindungan hukum pihak lessor di dalam perjanjian operating lease jika terjadi wanprestasi.

PEMBAHASAN

Pengertian Sewa Guna Usaha atau Leasing

Sewa guna usaha atau dikenal dengan leasing yang dikemukakan oleh beberapa sumber, adalah sebagai berikut (Dahlan Siamat, 2005:523): 
1. Keputusan Menteri  Keuangan  Republik Indosesia yth6h
Nomor 48/KMK.013/1991Tentang Kegiatan  Sewa Guna Usaha  (Leasing)
Sewa Guna Usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi ("finance lease") maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi ("operating lease") untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala

2. The Equipment Leasing Association (ELA-UK)

Sewa guna usaha adalah suatu kontrak antara lessor dengan lesse untuk penyewaan suatu jenis barang (asset) tertentu langsung dari pabrik atau agen penjual oleh lessee. Hak kepemilikan barang tetap berada pada lessor. Lessee memiliki hak pakai atas barang tersebut dengan membayar sewa dengan jumlah dan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

3. Financial Accounting Standart Board (FASB-13)

Sewa Guna Uasaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk sutu jangka waktu tertentu.

4. The International Accounting Standart (IAS-17)

Sewa Guna Usaha adalah suatu perjanjian dimana lessor menyediakan barang (asset) dengan penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.

Dari berbagai definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa guna uasaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa menyewa. Obyek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak lessee memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa.

Dalam setiap transaksi leasing di dalamnya selalu melibatkan 3 pihak utama, yaitu (Dahlan Siamat, 2005:524):

1. Lessor adalah perusahaan sewa guna usaha atau dalam hal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang.

2. Lessee adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian.

3. Supplier adalah pihak penjual barang yang disewagunakan.

Dari segi pandangan hukum, kegiatan sewa guna usaha memiliki 4 ciri (Dahlan Siamat, 2005:524):
1. Perjanjian antara lessor dengan pihak lessee.

2. Berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak lessee.
3. Lessee membayar kepada lessor uang sewa atas  penggunaan barang (asset)

4. Lessee mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomi barang tersebut.

Pihak-Pihak dalam Leasing

Setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 (empat) pihak yang berkepentingan, yaitu: lessor, lessee, supplier, dan bank atau kreditor.    

Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal Lessor dalam financial lease bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam operating lease, lessor bertujuan mendapatkan keuntungan. Dari penyediaan barang serta penberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut.
Lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lesor. Lessee dalam financial lease bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak, lessee memiliki hak opsi atas barang tersebut. Maksudnya, pihak lessee memiliki hak untuk membeli barang yang di-lease dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam operating lease, lessee dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa Risiko bagi lessee terhadap kerusakan.
Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dalam mekanisme financial lease, supplier langsung menyerahkan barang kepada lessee tanpa melalui pihak lessor sebagai pihak nemberikan pembiayaan. Sebaliknya, dalam operating lease, supplier menjual barangnya .ng kepada lessor dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara  tunai atau berkala. 
Bank. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease di mana sumber dana pembia; urn lessor diperoleh melalui kredit bank. Pihak supplier dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan menerims kredit dari bank, untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai objek leasing kepada lessee atau lessor. 

Teknik-Teknik Pembiayaan
Teknik pembiayaan leasing dapat dilihat dari jenis transaksi leasing yang secara garis besar dapat dibagi dua kategori pembiayaan yaitu (Dahlan Siamat, 2005:530):
:
1. Finance lease 
2. Operating Lease
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1. Leasse menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu pengiriman, jaminan purnajual atas barang yang akan di-lease.
2. Leasse melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Pada tahap awal ini, lessee neminta lease quotation yang tidak mengikat dari lessor. Dalam lease quotation ini dimuat mengenai syarat-syarat pokok pembiayaan leasing antara lain: keterangan barang, harga barang, cash security deposit, residual value,asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa dan persyaratan-persyaratan lainnya.
3. Lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lessee yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan untuk membiayai barang modal yang dibutuhKan lessee tersebut. Apabila lessee menyetujui semua ketentuan dan persyaratan dalam letter of offer, kemudian lessee menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor.
4. Penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lessee. Kontrak leasing tersebut sekurang-kurangnya mencakup hal-hal antara lain: pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lessee penutupan asuransi, tanggungjawab atas objek| leasing, perpajakan, jadwal pembayaran angsuran sewa dan sebagainya.
5. Pengiriman order beli kepada supplier diseriai instruksi pengiriman barang kepada lessee sesuai dengan tipe dan fikasi barang yang telah disetujui,   
6. Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan. Selanjutnya lessee menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar dan diserahkan kepada supplier.
7. Penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya
8. Pembayaran oleh lessor kepada supplier
9. Pembayaran angsuran (lease payment) secara berkala oleh lessee kepada lessor selama masa sewa guna usaha yang iruhnya mencakup pengembalianjumlah yang dibiayai serta bunganya.
1.
Finance Lease 
Teknik pembiayaan menurut finance lease ini, perusahaan leasing sebagai lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha (lessee) biasanya memilih barang yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan leasing, sebagai pemilik barang modal tersebut melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing. Selama masa leasing, lessee melakukan pembayaran sewa secara berkala sebesar jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (residual value). Kalau ada, akan mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan perusahaan leasing.
2
Operating Lease
Dalam leasing bentuk ini, lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya di lease kan. Berbeda dengan finance lease, dalam operating lease jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Perbedaan ini disebabkan perusahaan leasing mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang modal yang di-lease-kan atau melalui beberapa kontrak leasing lainnya.
Operating lease atau kadang-kadang juga disebut dengan sewa guna usaha biasa adalah suatu perjanjian kontrak antara lessor dengan lessee di mana (Dahlan Siamat, 2005:538):
a.  Lessor sebagai pemilik objek leasing kemudian menyerahkan kepada pihak lessee untuk digunakan dengan jangka waktu relatif lebih pendek daripada umur ekonomis barang modal tersebut.
b. Lessee atas penggunaan barang modal tersebut, membayar sejumlah sewa secara berkala kepada lessor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan barang tersebut beserta bunganya atau disebut juga non full pay out lease.
c. Lessor menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang-barang tersebut.

d.  Lessee pada akhir kontrak harus mengembalikan objek lease pada lessor.
e. Lease biasanya dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-waktu atau disebut cancelleble
Operating lease dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu keahlian khusus terutama untuk pemeliharaannya dan pemasaran kembali barang modal yang di-lease-kan tersebut. Oleh karena itu berbeda dengan finance lease, pada operating lease objek leasing di akhir masa kontrak merupakan hak milik lessor untuk kemudian dilakukan pemasaran kembali barang modal tersebut.
Lessor dalam operating lease bertanggung jawab atas segala biaya pelaksanaan lease antara lain misalnya biaya asuransi, pembayaran pajak dan pemeliharaan barang modal. Perbedaan lain dengan finance lease adalah angsuran operating lease tidak menggambarkan keseluruhan biaya perolehan barang. Hal ini disebabkan lessor mengharapkan keuntungan dari kontrak leasing berikutnya.
Beberapa kasus khusus ini jarang terjadi, pihak lessee mengajukan hak opsi untuk membeli objek leasing tersebut dengan harga pasar yang biasanya relatif tinggi. 

Kegiatan operating lease di beberapa negara, termasuk Indonesia tidak begitu umum dilakukan ini akibat adanya alasan-alasan tertentu, antara lain tidak tersedianya dukungan pasar sekunder: atas barang bekas leasing dan alasan-alasan teknis lainnya, misalnya diperlukannya tempat atau gudang penampungan.
Selanjutnya menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 kegiatan leasing dapat dilakukan dengan cara berikut: 

a. sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease} 
b. Sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating tease).
Penggolongan suatu transaksi leasing menurut ketentuan Menteri Keuangan tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut:                             
a. Leasing digolongkan sebagai finance lease apabila memenuhi semua kriteria berikut:
1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. 
2. Masa sewa guna usaha untuk barang modal ditetapkan sekurang-kurangnya: 
-  2 tahun untuk Golongan I  
-  3 tahun untuk Golongan II dan III 
-  7 tahun untuk Golongan bangunan 
3. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan, mengenai hak opsi. Penggolongan jenis barang modal yang disewa-guna-usahakan di atas diatur dalam keputusan menteri Keuangan masing-masing No. 961 /KMK.04/ 1983 tanggal 21 Desember 1983 dan No. 826/ KMK.04/ 1984 tentang penentuan jenis-jenis harta dalam masing-masing golongan untuk keperluan dalam menghitung penghasilan kena pajak.
b. Leasing digolongkan sebagai operating lease apabila memenuhi kriteria berikut:
1. Jumlah pembayaran leasing selama masa leasing pertama tidak dapat menutupharga perolehan barang modal yang di-lease-kan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor.
2. Perjanjian leasing tidak memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lessor.

Jaminan sebagai Upaya Perlindungan  Hukum bagi Lessor  dalam Melakukan Perjanjian Operating Lease
Istilah jaminan berasal dari kata ’jamin’ yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan (Amin Wijaya, 1994: 31). Dalam hal ini dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang yang ditentukan dalam pasal 1133 KUHPerdata maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti yang diatur dalam pasal 1139-1149 (piutang yang diistimewakan), pasal 1150 -1160 (Gadai), pasal 1162-1178 (Hipotik), 1820-1850 (penanggungan hutang), Undang-Undang tentang Hak Tanggungan dan juga seperti Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

Pada asasnya  perjanjian leasing tidak dibutuhkan jaminan, namun di dalam praktek pihak lessor menggunakan lembaga jaminan sebagai perlindungan hukum bagi dirinya jika kemungkinan terjadi wanprestasi. Hal ini dilakukan karena mengingat transaksi operating lease melibatkan sejumlah modal yang besar dan kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh pihak leasee. Selain itu Lessor dalam operating lease juga bertanggung jawab atas segala biaya pelaksanaan lease antara lain misalnya biaya asuransi, pembayaran pajak dan pemeliharaan barang modal.

Ada beberapa bentuk perlindungan bagi lessor dalam perjanjian operating lease yaitu berupa:

1.  Jaminan kebendaan yang terdiri dari:

a. benda bergerak dapat berupa fiducia.

b. benda tidak bergerak berupa hak tanggungan.

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun selalu mengikuti bendanya, dan dapat diperalihkan (Sri Soedewi, 46): 

Pemberi jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) seorang debitur ( Subekti, 27). Maka pemberian jaminan kebendaan kepada seorang kreditur tertentu, memberikan kepada kreditur tersebut suatu ’privelege’ atau kedudukan istimewa, yaitu hak mendahului terhadap para kreditur lainnya. 

2. Penanggungan (borgtocht) 

Penanggunagan adalah suatu bentuk perjanjian yang diatur di dalam pasal 1820 KUHPerdata. Dalam pasal tersebut yang dimaksud borgtocht adalah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berutang (debitur/leasee) mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan si berutang. Dengan demikian pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak tertentu, yaitu pihak leasee atau penanggungnya.

Dalam perjanjian leasing, penanggungan atau jaminan dari pihak ketiga untuk pelunasan kewajiban-kewajiban leasee, dapat berupa: (Amin Wijaya, 1994: 31)
a. Jaminan Perorangan (Personal guaranty)

b. Jaminan Perusahaan (Corporate guaranty)

3. Asuransi (Assignment of Insurance proceeds)

Asuransi adalah salah satu bentuk perlindungan yang dapat dilakukan lessor selaku pemilik atas benda yang dilease kan. Asuransi yang bisa dilakukan adalah pertanggungan terhadap risiko kerusakan fisik (kebakaran, kecelakaan, pencurian, dan kerugian-kerugian lainnya). Leasse yang akan mengikatkan diri untuk mengansuransikan risiko atas biaya sendiri berkenaan dengan barang yang bersangkutan, dan hal ini ditentukan di dlam perjanjian leasing.

Hal yang penting diperhatikan terkait dengan penggunaan asuransi adalah, ketentuan-ketentuan yang menyangkut risiko tentang kerugian atau kerusakan harus dijelaskan di dalam perjanjian leasing.

4. Deposito Jaminan 

Depositio jaminan dapat dibuat di dalam perjanjian, lessor dapat menarik suatu deposito sebagai jaminan atas ketaatan leasee, yang kemudian jaminan tersebut akan dikembalikan setelah perjanjian berakhir. Deposito tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama tanpa bunga kepada leasee dikurangi dengan kewajiban apabila belum terbayarkan pada waktu berakhirnya perjanjian.

KESIMPULAN
Perjanjian Operating lease, Lessor menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang-barang leasing. Lessor dalam operating lease bertanggung jawab atas segala biaya pelaksanaan lease antara lain misalnya biaya asuransi, pembayaran pajak dan pemeliharaan barang modal, oleh sebab itu diperlukan upaya perlindungan hukum bagi lessor selaku pihak yang menyewakan dan pemilik barang. Jaminan dapat dijadikan sebagai upaya Perlindungan  hukum bagi Lessor  dalam melakukan Perjanjian Operating Lease. Jaminan yang dapat digunakan di dalam pejanjian Operating Lease adalah jaminan kebendaan, penanggungan (borgtocht), asuransi dan deposito jaminan

Praktek usaha di bidang leasing sangat dibutuhkan masyarakat khususnya pelaku usaha, namun yang perlu diperhatikan di dalam perjanjian operating lease adalah adanya itikad baik dari kedua belah pihak yaitu lessor dan leasee. Upaya perlindungan hukum oleh lessor di dalam perjanjian untuk mengurangi risiko kerugian dapat dilakukan  dalam bentuk jaminan, namun dalam hal ini lessor juga tidak diperbolehkan membuat syarat yang dapat merugikan pihak leasee. Perjanjian harus dibuat dengan tujuan dapat saling menguntungkan kedua belah pihak.   
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